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Televisi Kabel adalah suatu sistem penyiaran acara televisi lewat isyarat frekuensi
radio yang ditransmisikan melalui serat optik yang tetap atau kabel dan bukan lewat
udara seperti siaran televisi pada umumnya yang harus ditangkap antenna. Pelaku
usaha itu sendiri adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun
bukan bahan hukum yang memiliki suatu berkedudukan untuk melakukan suatu
kegiatan di dalam wilayah hukum, baik sendiri maupun melalui perjanjian dalam
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Tujuan dari penulis
skripsi ini adalah untuk mengetahui akibat hukum pelaku pelanggaran televisi kabel
yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengenai Penyiaran.
Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum
yang mengkaji pelaksaan atau implementasi hukum dalam kenyataannya di dalam
kehidupan sosial kemasyarakatan yang dimana menggunakan metode pendekatan
perundang-undangan dan metode pendekatan kasus. Analisis data dan pembahasan
dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap, sehingga menghasilkan
produk penelitian yuridis empiris yang lebih sempurna. Dalam kasus ini pelaku
usaha televisi kabel pesona vision seharusnya meminta izin kepada perusahaan
orange tv, apabila tidak ada pertanggungjawaban dari pelaku usaha televisi kabel
maka kasus ini melanggar hak moral dan kemungkinan juga melanggar hak
ekonomi bagi perusahaan orange tv. Ini terdapat pengaturan di Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Seharusnya perusahaan televisi kabel
sebelumnya melakukan penyiaran terlebih dahulu meminta izin kepada pencipta
sehingga tidak terjadi pelanggaran hak moral dan hak ekonomi. Jika perusahaan
televisi kabel tidak bertanggung jawab atas pelanggaranya maka akan bisa dituntut
oleh perusahaan orange TV, atas dasar perbuatan melawan hukum.

vi



ABSTRACT

Siska Arianti

4011311100

Analysis Of Accountability For The Perpetrators Of The Violations Of The
Rights Of Broadcasting By Cable TV Charm Vision In Terms Of Act No. 32
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Cable television is a television broadcasting system via radio frequency signals
transmitted through fiber optic cable or fixed and not through the air like broadcast
television in General that should be arrested antenna. The perpetrators of the
attempt itself is a business entity in the form of a legal entity or not legal materials
have a watchdog organization to perform an activity in the law, either on its own
or through agreement  on the convening efforts in the field of economics.The
purpose of this thesis is the author to know the legal consequences the offender
breach terms of the cable television Act No. 32 Year 2002 regarding
broadcasting.The type of this thesis research is empirical juridical research i.e.
research examines law pelaksaan law or implementation in reality in the social life
of the community where the use of statutory approach method and the method of
approach to the case.Data analysis and discussion was done qualitatively,
comprehensive, and complete product research, resulting in a more empirical
juridical just perfect.In this case the cable television trade charm vision should ask
permission to the company orange tv, when there is no accountability of
perpetrators of the cable television business then this case violate the moral rights
and economic rights violated may also for the company's orange tv.There are
settings in Act No. 32 Year 2002 About broadcasting. the company's previous cable
television should be doing broadcasting first requested permission to the creator so
as not to breach the rights of moral and economic rights.If the cable television
company is not responsible for pelanggaranya then it will be sued by the company
orange TV, on the basis of tort law.
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